BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
1. Kedudukan Dewan Pengawas KPK Pasca Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi,Dewas KPK berada
sejajar dengan pimpinan KPK, dalam struktur digambarkan dengan garis
lurus putus-putus yang menghubungkan pimpinan dengan Dewas yang
saling berkoordinasi satu sama lainnya. Selain itu Dewas juga memiliki
fungsi pengawasan terhadap pimpinan KPK dan memberikan izin
penyadapan,penggeledahan dan/atau penyitaan yang diatur dalam Pasal
37B. Sedangkan hubungan Dewan Pengawas dengan Sekretariat Dewan
Pengawas dihubungkan dengan garis lurus yang artinya hubungan dewas
dengan sekretariat dewas terhubung secara langsung tanpa perantara.
2. Kewenangan Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Penegak Hukum
Tindak Pidana Korupsi :
a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan
Korupsi;
b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan,
penggeledahan, dan/atau penyitaan;
c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi;
d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-
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Undang ini;

e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan

f.  melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan

A. Saran

1. Perlu adanya revisi terhadap pengaturan Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi, karena dapat berimplikasi buruk pada KPK
sebagai lembaga independen, sebab pada dasarnya KPK memiliki
sistem pengawasnya sendiri yakni melalui mekanisme kontrol rakyat
lewat Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Perlu adanya rekonstruksi kewenangan Dewan Pengawas agar tidak

menghambat pelaksanan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan
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